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Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja belanja dalam 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 – 2019. Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi 

yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. oleh karena itu 

LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang 

utama. Penelitian ini menggunakan teknik analisis belanja, yaitu analisis efesiensi, 

analisis varian, analisis pertumbuhan dan analisis keserasian. Tujuan dilakukan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Bappeda selama 3 tahun. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Dalam hal ini penelitian akan melakukan observasi, wawancara dan 

mungumpulkan data – data tertulis. 

Berdasarkan analisa data yang dikumpulkan, diperoleh kesimpulan bahwa 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki  

kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator rasio laporan 

keuangan yang menunjukan kemapuan pemerintah dalam membiayai belanja 

daerah. 

Kata kunci : Kinerja, Laporan Ralisasi Anggaran, Belanja, Rasio. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada umumnya instansi pemerintah merupakan suatu lembaga 

yang mengurus seluruh kegiatan di dalam negeri maupuan daerah. 

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan instansi tersebut seperti pembayaran 

pajak, perizinan bagunan, pencatatan penduduk dan lain sebagainya. Hal 

ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga atau instansi 

pemerintah pusat maupun daerah. Oleh karena itu, instansi pemerintah 

memerlukan anggaran belanja yang berguna menunjang kegiatan di 

pemerintahan tersebut. Anggaran belanja yang ditetapkan oleh pemerintah 

daerah sudah diatur dalam peraturan daerah dengan pertanggung jawaban 

dalam pengeluaran belanja. 

Anggaran belanja yang digunakan dan dimanfaatkan oleh instansi 

merupakan hal yang sangat penting untuk diawasi oleh pihak terkait yaitu 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga tidak terjadi pengeluaran 

yang tidak bermanfaat serta melaksanakan anggaran dengan efisien, efektif 

dan meningkatkan pertumbuhan belanja daerah, serta sesuai dengan 

ketetapan –ketetapan yang berlaku pada Peraturan Daerah. Dikarenakan, 

pemerintah daerah menghadapi tekanan untuk lebih efisien dan 

memperhitungkan biaya ekonomi, biaya sosial, dan manfaatnya bagi 

publik serta dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah harus melaksanakan anggaran belanja dengan efisien 

dan mengelola urusanurusan pengeluaran belanja dengan baik. 
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Dalam hal ini, pemerintah juga ditekankan untuk melaksanakan 

pertumbuhan belanja yang berkesinambungan. Sebab, salah satu faktor 

utama instansi tersebut memiliki kemampuan kinerja yang baik adalah 

meningkatkan pertumbuhan belanja dengan memperhitungakan 

keefisienan pengeluaran belanja serta kefektifan dalam penentuan belanja. 

Belanja ini berguna untuk keperluan instansi dan menunjang kegiatan-

kegiatan atau keperluan didalam maupun diluar instansi. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah mempunyai sasaran agar pengeluaran pemerintah dapat 

teridentifikasi dengan jelas dan terstruktur mengenai sesuatu yang ingin 

dicapai dalam satu tahun anggaran. Penjelasan pemerintah tersebut 

mengisyaratkan semua pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi fiskal dilakukan sesuai jumlah yang ditetapkan dalam 

APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, 

pemeriksaan dan pengawasan. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 10 

Tahun2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat No 

75 Tahun 2013 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjelaskan bahwa setiap 

pengeluaran daerah sudah memiliki ketentuan – ketentuan yang ditetapkan 

oleh Guberbur, sehingga dapat dengan mudah untuk dipertanggung 

jawabkan. 
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 Menurut Mardiasmo (2004:169) menyatakan bahwa “Kelemahan 

utama dalam mengeluarkan belanja adalah tidak adanya ukuran yang dapat 

dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam proses perencanaan, 

ratifikasi (pengesahan), implementasi dan evaluasi pengeluaran belanja. 

Oleh karena itu, pemborosan akan sangat mudah terjadi karena belanja 

yang tidak efisien sehingga belanja yang dikeluarkan melebihi dari 

anggaran yang sudah ditetapkan”. 

Penentuan prioritas untuk tiap kegiatan pemerintah masih belum 

baik. Pemerintah daerah umumnya belum melakukan identifikasi kegiatan 

untuk penyusunan prioritas. Tetapi, lebih banyak menyesuaikan dengan 

arahan prioritas kebijakan pemerintah pusat. Akibat orientasi seperti itu, 

maka tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat akan cenderung 

terabaikan. 

Menurut Mardiasmo (2004:167) menyatakan bahwa “lemahnya 

perencanaan pengeluaran akan memunculkan kemungkinan 

underfinancing and overfinancing yang keseluruhannya mempengaruhi 

tingkat efisiensi serta pertumbuhan belanja dan efektifitas pada unit – unit 

kerja pemerintah daerah. Pada umumnya, masalah utama yang dihadapi 

unit kerja yang mengalami underfinancing adalah rendahnya kapabilitas 

program kerja untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan publik. Sedangkan 

untuk unit kerja yang menikmati overfinancing masalah yang dihadapi 

oleh efisiensi yang rendah. 
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Dalam situasi seperti ini, menyebabkan banyak layanan publik 

dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan 

kebutuhan publik, sementara dana pada anggaran daerah yang pada 

dasarnya merupakan dana publik yang habis dibelanjakan seluruhnya. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) untuk dapat menghasilkan laporan 

keuangan daerah yang berkualitas diperlukan penetapan standar akuntansi 

pemerintah dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang 

mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Informasi yang 

kredibel adalah informasi yang handal dapat dipercaya (readibel 

information) yang sangat diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap 

kinerja dan mengidentifikasi risiko. 

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ekonomis, 

efisien dan efektif pemerintah daerah perlu menetapkan prinsip – prinsip 

manajemen belanja daerah secara cermat, konsisten dan berkelanjutan. 

Menurut Halim (2007:129) menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan 

daerah harus memperhatikan dua aspek dengan optimalisasi, yaitu aspek 

pendapatan dan pengeluaran. Tetapi, manajemen belanja daerah perlu 

mendapat perhatian lebih besar dibandingkan manajemen pendapatan. 

Sebab mengeluarkan uang jauh lebih mudah 

dibandingkanmemperolehnya. Dalam kondisi tertentu, seringkali 

menghemat anggaran lebih sulit dibandingkan mengejar target 

pendapatan”. 
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Disamping itu,banyaklah terjadi korupsi pada aspek pengeluaran, 

seperti pada belanja pengadaan barang dan jasa dan belanja modal. Karena 

sifat pengeluaran yang mudah dilakukan dan rawan korupsi tersebut maka 

untuk mengurangi pemborosan anggaran, penyelewengan dan korupsi 

anggaran, pemerintah daerah perlu memperkuat manajemen belanja 

daerah. Hal itu penting karena manajemen belanja tidak sekedar terkait 

dengan strategi dan kebijakan bagaimana mengalokasikan anggaran secara 

efisien, efektif, adil dan merata. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat 

merupakan lembaga teknis yang berperan dalam proses perencanaan 

pembangunan dalam aspek terbentuknya. Dalam hal ini sangatlah penting 

bagi Bappeda dalam menentukan berbagai penetapan analisis dalam 

penggunaan anggaran dan juga belanja yang ada pada instansinya. Instansi 

pemerintah  tersebut memiliki tanggung jawab penuh terhadap anggaran 

yang relah ditetapkan, sehingga melalui kegiatan belanja tersebut dapat 

dilihat apakah pelaksanan anggaran belanja sudah terealisasi atau belum 

dengan mengutamakan pengeluaran belanja. 
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Tabel 1 Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

Uraian 
2017 2018 2019 

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggran Realisasi 

Belanja Daerah 26.886.733.754 25.223.724.968 28.086.978.250 24.638.098.164 26.441.368.552 25.608.148.339 

Belanja Operasi 25.633.031.089 24.093.442.678 26.461.406.150 23.141.447.914 24.590.768.419 23.790.121.589 

1. Belanja 

Pegawai 
9.991.707.456 9.796.030.620 9.854.070.778 8.038.320.890 8.814.482.237 8.634.160.398 

2. Belanja 

Barang dan 

Jasa 

15.641.323.633 14.297.412.058 16.607.335.372 15.103.127.024 15.776.286.182 15.155.961.191 

Belanja Modal 1.253.702.665 1.130.282.290 1.625.572.100 1.496.650.250 1.592.586.100 1.561.411.750 

1. Belanja 

Peralatan dan 

Mesin 

1.244.808.475 1.122.168.290 1.617.950.000 1.489.028.800 1.569.964.000 1.542.568.200 

2. Belanja 

Gedung dan 

Bangunan 

- - - - 258.014.033  
      

256.615.000  

3. Belanja Aset 

Tetap Lainnya 
8.894.190 8.114.000 7.622.100 7.621.450 22.622.100 18.843.550 

Sumber Data:Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

Berdasarkan tabel diatas, data pengeluaran yang diperoleh oleh 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat pada 

tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan. Dari fenomena tersebut dan 

dilihat dari pencapaian yang fluktuasi. Hal ini memungkinkan kinerja pada 

instansi tersebut mengalami gangguan internal yang mengakibatkan nilai 

pencapaian berbeda tiap tahunnya. Nilai pencapaian tertinggi terjadi pada 

tahun 2019 yaitu sebesar 97,85 %, sedangkan penuruan nilai pencapaian 

terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 87,72 %. Penurunan inilah yang 

mengalami gangguan internal dan meperlihatkan kinerja instansi yang 

kurang baik. 

Oleh karena itu, permasalahan ini harus segera diselesaiakan oleh 

instansi terkait dan sebab itulah kinerja anggaran memiliki peran untuk 

memperlihatkan kepada instansi tentang anggaran belanja tiap tahunnya. 
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Dan dengan memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja anggaran, maka 

instansi dapat mengevaluasi dan mempelajari apa yang harus diperbaiki 

baik itu sistem anggaran maupun program kerja anggaran. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menggembangkan pembahasan melalui rasio 

efesiensi, varian belanja, pertumbuhan belanja, dan keserasian belanja. 

Karena rasio tersebut menunjukan keberhasilan atau ketidak mampuan 

instansi dalam pencapaian kegiatan dan memperlihatkan pertumbuhan 

belanja di dalam instansi tersebut. Dengan melihat laporan realisasi 

anggaran belanja sehingga penulis memilih judul “Analisis Kinerja  

Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Provinsi Sumatera Barat“. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan yaitu : 

1. Bagaimana kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis 

efesiensi belanjapada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 

anggaran 2017 – 2019 ? 

2. Bagaimana kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis 

varian belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 

2017 – 2019 ? 
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3. Bagaimana kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis 

pertumbuhan belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 

anggaran 2017 – 2019 ? 

4. Bagaimana kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis 

keserasian belanja pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 

anggaran 2017 – 2019 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian 

ini mempunya tujuan, yaitu : 

1. Untuk menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan 

analisis efesiensi pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 

anggaran 2017 – 2019. 

2. Untuk menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan 

analisis varian pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 

2017 – 2019. 

3. Untuk menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan 

analisis pertumbuhan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 

anggaran 2017 – 2019. 

4. Untuk menganalisis kinerja realisasi anggaran belanja berdasarkan 

analisis keserasian pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat tahun 

anggaran 2017 – 2019. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi dan bermanfaat bagi berbagai 

pihak yaitu : 

1. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan yang 

terjadi dalam instansi pemerintah, khususnya bagian bendahara 

pengeluaran yang berhubungan dengan rasio efesiensi, efektifitas, varian 

pertumbuhan dan keserasian belanja. 

2. Bagi Universitas Negeri Padang  

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa 

khususnya yang ada dijurusm akuntansi yang akan menyelesaikan Tugas 

Akhir (TA) serta sebagai tambahan pembendaharaan. 

3. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk 

mendukung kegiatan dan dapat dipertimbangkan bagi instansi yang 

bersangkutan dalam menganalisa rasio efesiensi, efektifitas, varian 

pertumbuhan dan keserasian belanja. 
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BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kinerja realisasi anggaran 

belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah provinsi Sumatera 

Barat Tahun 2017 – 2019, sesuai dengan tujuan penelitian maka hasil 

penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil kinerja reaalisasi anggaran belanja pada Bappeda secara 

umum dapat dikatakan baik karena dari tahun 2017–2019 tidak ada 

yang melebihi dari yang dianggarkan. Realisasi belanja pada tahun 

2017 adalah sebesar Rp 25.223.724.968 atau mencapai 93,81 % 

dari alokasi anggaran sebesar Rp 26.886.733.754 Sedangkan 

realisasi belanja pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 

24.638.098.164 atau mencapai 87,72 % dari alokasi anggaran 

sebesar Rp 28.086.978.250. Dan pada tahun 2019 realisasi belanja 

sebesar Rp 25.608.148.339 atau mencapai 98,84 %dari alokasi 

anggaran sebesar Rp 26.441.368.552 Dari ketiga tahun tersebut 

bisa dilihat bahwa persentase realisasi berada dibawah anggaran 

atau <100% (kecil dari 100%) yang artinya Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah telah ekonomis dalam merealisasikan 

anggaran belanjanya. 

2. Dalam mengukur besarnya tingkat efisiensi yang digunakan pada 

anggaran belanja tahun 2017–2019, dengan menggunakan analisis 

varians belanja maka dapat diketahui bahwa Bappeda kurang 
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efisien dalam penggunaan anggaran belanjanya, yaitu lebih dari 

>90%. Jika dilihat dari tingkat rasio efisiensi belanja bahwa 

penggunaan anggaran kurang efisien disebabkan belum berhasilnya 

memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minim 

untuk mencapai hasil yang maksimal. 

3. Besarnya laju pertumbuhan belanja pada Bappeda Provinsi 

Sumatera Barat berdasarkan analisis pertumbuhan belanja dari 

tahun 2017 – 2019 terus mengalami naik turun atau fluktuasi. Dari 

analisis pertumbuhan belanja tahun anggaran 2017/2018 

menunjukan pertumbuhan negatif dengan rata – rata sebesar 2,32%, 

sedangkan tahun 2018 – 2019 menunjukan pertumbuhan positif 

sebesar 3,93%. 

4. Berdasarkan hasil perhitungan analisis keserasian belanja, Bappeda 

Provinsi Sumatera Barat lebih memprioritaskan terhadap anggaran 

pada belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal, hal ini 

berarti Bappeda Provinsi Sumatera Barat lebih mengoptimalkan 

pada pelaksanaan untuk jalannya pemerintahan dibandingkan 

dengan pengoptimalan pembangunan daerahnya yang masih 

minim. Rata – rata belanja operasi tahun 2017 – 2019 adalah 

94,11% sedangkan rata – rata belanja modal tahun 2017 – 2019 

adalah sebesar 5,88%. Hal ini kurang baik, sebab pemerintahan 

seharusnya lebih mementingkan untuk pembangunan didaerahnya 
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atau setidaknya harus seimbang antara belanja operasi dan belanja 

modal. 

B. Saran 

1. Bagi Bappeda Provinsi Sumatera Barat 

a. Untuk kinerja realisasi anggaran belanja pada Bappeda agar 

dapat meningkatkan pertumbuhan belanja terus naik 

sehingga tidak terjadi adanya pertumbuhan negatif. 

b. Dapat terus mengefisienkan anggaran belanja operasi dan 

belanja modal supaya tidak terjadi pemborosan anggaran. 

2. Bagi penelitian selanjutnya : 

a. Diharapkan untuk dapat meningkatkan penelitian yang 

berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah 

dan menambah rasio – rasio keuangan lainnya. 

b. Dapat menambah periode tahun anggaran, agar lebih 

akurat. 
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